
BUPATI MUARA ENIM 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR 16 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

LABORATORIUM KESEHATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 

peraturan Bupati tentang Rencana Strategis pada Badan 

Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundaang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor





Menetapkan 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM 

KESEHATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas

Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Labkes

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah untuk 5 (lima}

tahun.

8. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra

Dinkes adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5

(lima) tahunan.

9. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan BLUD untuk

periode 5 (lima} tahunan.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja

perangkat daerah.

BAB II 

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD 

Pasal 2 

(1) Renstra BLUD Labkes merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten dan Renstra Dinkes.

(2) Renstra BLUD Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman dalam penyusunan RBA BLUD Labkes.
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